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Akselerasi digitalisasi perbankan yang dipercepat oleh kemunculan bank digital bukan tanpa kendala. Maraknya kasus
kebocoran data jadi salah satu batu sandungan yang bikin khawatir.

ika bank digital dan
orang Indonesia ibarat
jodoh dalam suat
Desta pernikahan,
maka sudah pasti
penghulunya adalah
pandemi Covid-19

Betapa tidak, pembatasan
sosial yang bikin ruang gerals
serba terbatas telah memicu
masvarakat untuk terlibat lebih
jauh dalam arus transaksi digi-
tal. Rekapitulasi Bank Indonesia
(BI) mencatat sepanjang 2021,
nilai transaksi ekonomi d:gml
di dalam negeri menyentul
Rp39.841,4 triliun, atau bk
45,64%.

Bank digital, di sisi lain,
menjadi salah satu opsi media
transaksi tersebut. Kemudah
an pembukaan rekening dan
beragam fitur canggin dalam
satu ketukan jari merupakan
daya tarik.

Sayangnya, lagi-lagi ibarat
jodoh, perjalanan rumah tangga
bank digital dan masyarakat
Indonesia bukannya fanpa ken-
dala. Ada saja batu sandungan
Vang bermunculan, tommatul
perihal isu keamanan data

Indonesia, bukan rahasia lagi,
merupakan salah satu surga ke
bocoran data pribadi. Sepanjang
tahun lalu misalnya, Kemen-
terian Komunikasi dan Infor
masi (Kominfo) mencatat ada
setidaknya 43 kasus kebocoran
data pribadi dalam skala besar

Rekapitulasi Yayasan Perlin-
dungan Konsumen Indonesia
(YLKD) bahkan lebih ekstrem
lagi. Mereka mengklaim se-
panjang 2021, total ada 535
aduan konsumen yang mayo-
ritas berpangkal pada masalah

kebocoran data

Menurut Retua YLKI Tulus
Abadi, sekitar 51% dari total
komoditas aduan yang diterima
dalam beberapa tahun terakhir
terkait dengan sekior finansial
digital.

“Mislya lasuskass terait
masalah perban g di
il Ningga pinjol [pinjaman
oninel,” jelasnya.

Selama ini, konsumen kerap
jadi kambing hitam karena
minimnya Kesadaran dalam risi-

an data pada suatu
layanan digital. Namun, Tulus
pun mengakui bahwa masalah
vang lebih besar sebenamya
justru ada pada minimnya ja-
minan dari penyedia layanan.

“Hal ini bisa memicu pe-
nyalahgunaan data pribadi
konsumen, entah untuk m|uan
komersial ataupun yang lain.”

Kekhawatiran Tulus tersebut
tenunya relevn, Berdsarkan

urvei daring vang dilakukan
Hionis torhatap 157 rospondon
acak sepanjang Maret 2022,
mayoritas atau sckitar 53% me-
nyatakan kekhawatiran terbesar
mereka untuk mendaftar bank
digital adalah menyoal kebocor-
an data pribadi.

Kekhawatiran ini jauh
melebihi ketakutan terhadap
aspek-aspek lain sepert tingkat
kenyamanan, hingga kesederha-
naan dan kematangan fitur.

Sebenarnya, bank bank di
bukannya tidak berupaya men-
cegah atau menambal risiko
kebocoran tersebut.

ank Neo Commerce Tbk.
(BBYB) misalnya, sejak perte-
ngahan tahun lalu telah meng-
gandeng perusahaan raksasa

i Jakartz.

Efek

Hendanang 4. Fauzan
harcanang ahmatbisniscom

sekaliber Tencent dan Huawel,
Komputasi awan dan infrastruk-
tur digital vang dimiliki kedua
raksasa teknologi asal China itu
kini menjadi salah-satu’ penun-
jang layanan perbankan
besutan Grup Akulaku tersebut,

“Kami juga perlu terus me-
ngembangkan teknologi per
bankan kami agar terus dapat
mengurangi celah keamanan
vang bisa merugikan nasabah,”
kata Direktur Utama BEYB
‘Tjandra Gunawan,

DT Bank Jago Tbk. (ARTO)
juga mengklaim telah meng-
ambil antisipasi ketat. Meng-
andalkan ekosistem scbagai
daya tarik utama, bank rintisan
Jerry Ng dan Grup Northstar
ini berkata kalau kolaborasi
ekosistemnya selalu dilakukan
dengan asesmen kefat

ARTO juga berkali-kali ber-
usaha meyakinkan para nasa
bah dan calon nasabah bahwa
layanannya sudah memenuhi
standar yang ditetapkan indus-
i perbankan

‘Mitra digital ekosistem tdak
akan dapat bekerja dengan
kami maupun sehaliknya bila
tingkat keamanan siber
di level berbeda,” kata Direktur
Utama ARTO Kharim Siregar.

Hanya saja, janjijanji ita
sepertinya sudah dianggap ter
lampau usang oleh para calon
nasabah.

MASIH KHAWATIR

Arum (28), salah satu res-
ponden yang mengisi survei
Bisnis misalnya. Karyaw
swasta asal Bandung tersebut
berkata bahwa dirinya masih
was-was mendaftarkan diri di
bank digital, kendatipun jamin-

in sudah digembar-
gemborkan.

Adanya fasilias serba canggih
dan kebaruan yang diusung
bank-bank digital tersebut tidak
menyurutkan kecurigaannya.

“Perusahaan e commerce
terbesar di Indonesia aja bisa
bocor. Jadi, terus terang saya
sudah tidak percaya.”

Arum scbenamya tidak
sedemikian antipati terhadap la-
vanan perbankan. Namun, dia
berkeyakinan bahwa berpartsi
pasi “secukupnya saja” dalam
ekosistem digital merupakan
mitigasi risiko paling realistis.

“Saya pikir pakai bank kon-
vensional [non-digital] yang su-
dah saya pakai dari dulu juga
tidak menyulitkan. Sejauh ini
aman-aman saja, belum perlu
bank digital.”

Kekhawatiran yang sama juga

i o
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&

terpilih

ompleks Pariemen, Senayan, Jakarts, Rabu (6/2).

Aturan-aturan

yang ada belum
mengadopsi
prinsip-prinsip
penting perlindungan
data pribadi.

dimiliki Arga (24). Menekuni
pekerjaan di bidang teknologi,
mengaku paham betul

risiko yang bisa dia alami bila
sembarangan mendd[ldrk.m diri
dalam sebuzh platiorm. Bahkan
i lembaga seperti perbankan
yang sudah diawasi regulator
sekalipun.

“Kalau saya lebih suka main
aman. Seminimal mungkin lah
kalau bisa."

Menurut Direkur Eksekutif
AM Wahyudi Djafar, kekha-
atcan yang dialami generas
melek teknologi sepert
dan Arga bukanlah hal oo
bihan,

‘Minimnya kerangka hukumn
dalam penanganan kasus kebo-
coran data pribadi merupakan
akar masalah terbesar. Al
masalah inilah yang kemudian
membuat Kasus-kasus tidak
terusut dengan baik, yang pada
akhimya justra menumbuhkan
skeptisme di tengah masyara-
ka

t
Karenanya, selama masalah

tersebut belum terpecahkan,
usaha-usaha mitigasi yang
dilakukan oleh bank digital

lerung dilihat calon
nasabah scbagai usaha melukis
di atas air.

“Aturan-aturan yang sudah
ada saat ini juga belum menga
dopsi prinsip-prinsip penting
dalam _perlindungan data
pribadi. Ada pula aspek yang
tumpang tindih, sehingga ada
ketidakpastian dalam penegak-
an hukum terkait perlindungan
data pribadi,” Kata Wahyudi,

Sebagal konteks, pemerin-
tah dan DPR sebenarnya telah
mewacanakan pengesahan
Undang-Undang Perfindungan
Data Pribadi (PDP). Namun
ironisnya, di tengah arus digita
lisasi perbankan yang semakin
cepat, pembahasan
justru seperti jalan di tempat.

“Terakhir, akar stagnansi
pembahasan ada pada polarisa-
si pemerintah dan DPR terkait
keberadaan lembaga indepen-
den untuk menangani perkara
PDP. Pemerintah menginginkan
lembaga tersebut berada di
bawah kementerian, sementa-
ra DPR masih berkeyakinan
bahwa lembaga tersebut harus
independen.

“Terlepas dari pro-kontra di
kedua sisi, Peneliti Forum
Masyarakat Peduli Parlemen In-

lonesia.{Formappi) Lucius Ka-
rius menilai belum ada sema-
ngat positf yang terlihat dalam
pembahasan aturan terscbut.

“[Karena] RUU yang justru
penting bagi rakyat, termasuk
perlindungan data pribadi jus-
tru tertunda bertahun-tahun.” £1



